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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAしI KOTA SIBOLGA,

bahwa dalam r狐gka membe轟k紬　perl血dungan terhadap

tenaga kelja bukan penerima upah di Kota Siholga dan

sebagai salah satu upaya Pemehntah Kota Sibolga untuk

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta sesuai

dcnga皿ketentuan Pasal 7 Pera山ran Daerah Kota Sibolga

Nomor　6　Tahun　2021 tentang Penyclenggaraan Hogram

Jaminan Sosi租Ketenagake寄aan, maka per宣u menetapk弧

Peratu｢an W瓢i Kota tentang Petu可uk Te血is

Penyelen縫araan Hog脚Jam止紬Sosi瓦Ketenagake重ja紬

Bagi Peke重ja Buk弧Pene正ma Upah di Kota Sibolga;

1. Undang-Und肌g Nomor　8 (D珂　Tahun 1956 tentang

Pembentukan Derah Otonom Kota-kota Besa重　Dalam

Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik工ndoncsia Tahun 1956　Nomor 59, Ta皿bahan

Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Und紬g-Und紬g Nomor　13　Tahun　2003　tentang

Ketenagake寄aan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2003　Nomor　39, Tanbahan Lembaran Negara

Republ此量ndonesia Nomor 4279) ;

3. Undang-Und紬g Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesぬNomor 4456);

4. Und紬g-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Janinan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 56) ;

5. Urfang-L九fang...



5. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah肌Lembaran

Negara Republik　工ndonesia Nomor　5587) sebagaimana

telah diubah bebe丁apa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun　2020　Tentang Cipta Ke寄a

(Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) ;

6. Peraturan Pemehntah No皿or　44　Tahun　2015　tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Ke重ja dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2015　Nomor 154, Tambah劃　しembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5714) sebagaimana telah

diubah dengan Peratur紬Pemerin屯h Nomor 82 Tahun

2019　tentang Pembahan Atas Peratur狐　Pemerinねh

Nomor 44 Tahun 20 15 tentang Penye重anggaraan打ogram

Janinan Kecelakaan KeH’a dan Jaminan Kematian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

231, Tambahan Lembaran Negara Republik　暮ndonesia

Nomo｢ 6427);

7. Pcraturan Peme正n亡ah N°mor　45　Tahun　2015　tentang

Penyelenggara劃Ja皿in劃　Pensiun (Lembaran Negara

Republik宣ndonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 1 5);

8. Peratur紬　Peme正ntah Nomor　46　Tahun　201与　tentang

Penyelenggara弧Program Jaminan Ha轟Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 156,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) sebagaim劃a telah diubah dengan Peraturan

Pemehntah Nomor 60 Tahun　2015 tentang Pembahan

Atas Peraturan Peme正ntah Nomor 46 Tahun 20 15 tentang

Penyelenggaraan P丁ogram Jaminan Hari Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5730);

9. Peratum Peme轟ntah Nomor 14　Tahun 1993　tentang

Penyelenggaraa皿Program Jamin狐Sosial Tenaga Ke工ja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

20, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Peme正ntah Nomor 84 Tahun

2013　tentang Pe則bahan Kesembil組　Atas Peraturan

Pemeh皿tah Nomor　1 4　　Tahun　1 9 9 3　　tentang

Penyelengga｢aan Program Jaminan Sosial Tenaga Keエゴa

(しembaran Negara Republik暮ndonesia Tahun 2013 Nomor

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5472) ;



10. Peraturan Pcmehnぬh Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Adminis廿atif Kepada Pembe正

Ke重ja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,

Selain Pcmbe正　Ke寄a, Peke工ja dan Pene止ma Bantuan

luran Dalam Penyelenggara.an Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik　宣ndonesia Tahun　2013　Nomor　238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5481);

11. Peraturan Presiden Nomor 109　Tahun　2013　tentang

Penahapan Kepese轟aan　打℃gram Jam止an Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor

253);

12. Peraturan Daerah Nomor　6　Tahun　2021　亡entang

Penyelenggaraan打og剛J劃inan Sosial Tenaga Ke重ja

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 202 1 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :　PERATURAN WAH KOTA TBNTANG PETUNJUK TEKN暮S

PENY田LBNG GARAN ROGRAM JAMI NAN S OS IAL

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PBNERIMA UPAH

DI KOTA SIBOしGA,

BAB暮

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pe輪tur紬Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota sibolga.

2. Pemehntah Kota adalah peme轟ntah Kota sibolga.

3. W血i Ko屯ad遭ah wali Kota sibolga.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil din　Menengah dan

Ketenagake卿’aan Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat

Dinas Koperasi, UKM d紬Ketenagake重jaan ad血ah OPD

yang mempunyai tugas pokok,血ngsi d紬umsan di bidang

Koperasi, UKM, Dan Ketenagake重jaan.

6. Bukan Pene正ma Upah (BPU) adalah salah satu sektor

perlindungan BPJS Ketenagakeljaan yang memberikan

perlindungan kepada tenaga kelja yang bekerja secar

m紬dih clan　心dak memiliki penghasila皿　tetap se心ap

bulannya.

7. Pekerja Rentan adalah pekelja bukan penehma upah (BPU)

yang beke重ja pada sektor informal dengan kondisi keエゴa

tidak layak dan memili虹　resiko yang　clnggi se正a

berpenghasilan宜dak tetap.

8. Tenaga Ke工ja adalah se仕ap orang yang m劃pu melakukan

peke重ja劃guna menghasilkan barang dan/ a屯u jasa baik

untuk memenuhi kebutuh劃　sendih maupun untuk

masyarakat.

9. Pekeエゴa/Buruh adalah setiap orang yang beke重ja dengan

mene正ma upah atau imbalan dalam bentuk lain.

J0.Upa九..



10. Pekeヰa Bukan Peme轟ma Upah y紬g sela互u血ya disingkat

PBPU adalah peke重ja yang melakukan kegiatan aぬu usaha

ekonomi secara mandih untuk memperoleh penghasil狐

da正kegiatan atau usahanya･

11.Nelayan　廿adisiona重　adalah PBPU y狐g beke重ja

menggunakan kapal sampai dengan 5 (lima) GT･

12. Bumh angkut b｡ngkar adalah PBPU yang dibayar

berdasarkan jasa melakukan bongkar muat barang, balk

itu bongkar muat pada transp〇五asi darat atau laut･

13. Buruh perikanan adalah pekelja PBPU yang dibayar

berdasarkan jasa melakukan bongkar muat ikan, menjual

ikan eceran dan/atau pelelangan昆an･

14. Bumh pasar adalah PBPU yang dibayar berdasarkan jasa

melakuk紬　bongkar muat bahan p弧gan p貧da pasar

廿adisional, temasuk juga buruh gendong dan/atau yang

memakai gerobak untuk mengangkut barang･

15. Buruh hahan lepas adalah PBPU yang dibay餌berdasarkan

borongan peke宣ja劃, dapat dite正ma pe｢hah, minggu狐atau

bulanan sampai dengan peke裏ja狐比rongan selesai･

16. Tukang parkir/juru parkir adaalh PBPU yang mendapatkan

upah berdasarkan peke寄aan membantu mengatur

kendara紬yang masuk atau keluar tempat par虹｢･

17. Tukang becak mempaka皿peke重ja bukan pene正ma upah

yang dibay紬berdas虹kan jasa mengant甜penumpang ke

tempat t可u餌dengan menggunakan becak･

18. Pedagang mempakan pedag紬g k∝il dengan m∝lal ≧ Rp･

50.000.000,- (kurang atau sampai lima puluh juta mpiah)i

19.Upah ad血ah hak tenaga ke重ja y紬g dite正ma dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan

pengusaha atau pembeh keヰa kcpada tenaga ke重ja yang

ditetapkan atau dibayarkan menumt suatu pe重janjian

ke轟a, kesepakat劃a屯u peraturan peⅢnd紬gan-undang紬,

temasuk tunjangan bagi tenaga ke重ja dan keluarganya,

atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan

dilaku kan.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeljaan yang

selanjutnya disingkat BPJS Ketena-gakeljaan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelengg紬akan program

jaminan kecelakaan kelja, jaminan hari tua, dan jaminan

kema心弧.

2 1. Jam血紬　　Sosial Ketenagake重jaan adalah suatu

perl血dungan bagi tenaga ke重ja d瓦a･m bentuk santunan

bempa uang sebagai pengganti sebagi紬penghasila皿y紬g

hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai a貼bat

pehstiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga ke重ja

berupa kecelakaan ke重ja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan

meninggal dunia.

22.賞uran ada重ah s匂umlah uang yang dibayarkan secara teratur

oleh pese五a, pembe轟ke重ja dan/atau Peme正ntah･

23. Jaminan Kecelakaan Kelja yang selanjutnya disingkat JKK

adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan

kesehatan yang diberikan pada scat peserta mengalami

kecelakaan ke章ja a屯u penya虹t yang disebabkan oleh

lingkungan keエゴa.

24./ar肩r肥れ...



24. Jaminan Kema仕an y弧g sela可u血ya disebut JKM adalah

manぬat uang tunai y狐g dibehkan kepada ahli wads ke仕ka

peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kelja.

25. Kecelakaan Ke重ja adalah kecelaka狐yang te重jadi dalam

hubungan ke寄a, temasuk kecelakaan y紬g te寄adi d瓢am

pe重jalanan da五　山mah men巾u tempat ke重ja atau

seb瓦iknya dan penya趨t yang disebabkan oleh lingkungan

ke工ja.

BABI工

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peratur弧　Wali Kota ini adalah

sebagai acuan bagi Peme轟ntah Ko屯　Sibolga dan BPJS

Ketenagakeljaan dalam pelaksrmaan Jaminan Sosial

Ketenagakeljaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota

Sibolga.

Pasal3

T山ua皿ditetapk紬nya Peratur紬Wali Kota ini adalah :

a. untuk membehkan perlindungan terhadap peke重ja bukan

pene轟ma upah di Kota Sibolga;

b. te叩enu址nya Ja皿in狐　Sosial sebagai bentuk

perlindungan sosial; din

c. menjanin pekelja rentan di Kota Sibolga agar dapat

memenuhi kebutuh弧dasar hidup yang layak

BAB1量1

PENYEしENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOS量Aし

KETENAGAKERJAAN BAGI PBPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

(i) PBPU yang mendapa比an pcrlindungan Jaminan Sosia量

Ketenagakeljaan dari Pemerintah Kota Sibolga dibagi menjadi

2 (dua), yaitu :

a. peke重ja rentan; dan

b. peke轟a sosial.

(2) Peke重ja rent狐sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a,

terdih dad:

a. nelayan廿adision瓢;

b. buruh angkut bongkar皿uat;

c. bumh pe正kanan;

d. bumh pasa重;

e. bumh ha正紬lepas;

f. tukang par瞳r/jum par虹r;

富. tukang becak; dan

h. pedagang.

/3/Peたeu’a..



(3) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdih dan:

a. Pemuka agama; dan

b. tokoh adat.

(4) Pemuka adat dan tokoh adat sebagaim紬a dimaksud pada

ayat (3) adalah pemuka agama dan tokoh adat y劃g diangkat

oleh lembaga/instansi keagamaan/adat yang diakui oleh

Pemerintah Kota, dibuktikan dengan Surat Keputusan darn

lembaga/ instansi keagamaan/adat terkait･

Pasal 5

Sela血PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota

dapat menetapkan jenis peke寄a rentan dan peke寄a sosial laimya

yang dianggap temasuk ke dalam PBPU setclah dilakukan

pengkajian bersana dengan dinas terkait atau tim koordinasi

program bpjs ketenagake寄aan di ko亡a sibolga･

Bagi劃Kedua

Progra皿Jaminan Sosial Ketenagake寄aan

Bagi Peke車a Bukan Penehma Upah

Pasal6

(1) Peme正ntah Kota me皿behkan bantuan perlindungan kepada

peke重ja bukan penehma upah di Kota Sibolga yang

mengalami正siko dalam me可a賞ani pekeヰaannya･

(2) Bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibe正k狐dalam bentuk :

a. JKM;dan

b. JKK.

(3) Bes紬an bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibe正kan sesua王　manぬ.at pertanggung紬, y劃g nilai

pe轟an艶叫ngannya akin　ditetapkan lebih la可ut dalam

Pe工ja重串狐Ke亘asama紬tara Peme正ntah Kota deng狐BPJS

Ketenagake亘aan.

(4) Pembe轟an bantuan perlindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan dilakukan secara be轟ahap sesu貧i deng狐

kemampuan kcuangan dae｢ah

(5) Pembe轟an bantuan perlindungan sebagaim狐a dimaksud

pada ayat (2) dip五〇五taskan kepada peke重ja bukan pene正ma

upah yang berstatus kepala keluarga dan terdaftar dalam

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) I

Bagian Ke心ga

Syara亡Pekeエゴa Bukan Penehma Upah y狐g Mendapa址an

Bantuan Perl血dungan Jaminan Sosial Ketenagake宣jaan

Pas血7

(1) PBPU yang mendapa址an bantu紬perl血dungan Jaminan

Sosi記　Ketenagake亘aan di Koぬ　Sibolga hams memenuhi

persyara屯n sebagai be正kut :

aZJ/al9a･..



a. warga Kota Sibolga, dibuk出て紬dengan fbtoc○py Ka轟u

T紬da Penduduk (KTP) atau Ka直u Keluarga (KK);

b. termasuk ke dalan kriteria Pekelja Rentan dan Pekerja

Sosial;

c. berusia 17 sanpai dengan 65 tahun;

d. diutamakan kepala keluarga yang dibuk寄kan dengan

Ka正u Keluarga (KK);

e. diutamakan telah terdaftar dalam DTKS; dan

f. memili瞳Surat Keterang紬Beke重ja dad Lurah diketahui

Camat.

(2) Persyaratan sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) merupakan

hal wajib yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan

dalam b狐tu狐perlindungan jaminan sosi瓢ketenagake量jaan

yag dibe正kan oleh Pemer血tah K°ta･

Bagian Keempat

Pe獲aksanaan Pembehan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagake宣ja紬Bagi PBPU

Pasal 8

Pelaks紬aan Pembe正an Bantu紬　Perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagake重jaan bagi PBPU dilakuk紬mel血ui beberapa tahap餌,

melipu也:

a･　persiapan ;

b.　sosia鵬sasi;

c.　pendataan d劃ve正賞kasi;

d.　pengusulan PBPU;

e.　validasi;

f.　penetapan penerima Jaminan sosial Ketenagaker]’aan,

dan

9.　pengajuan dan pembayaran klaim.

Pasal9

(1) Bagi PBPU y劃g mendapa収劃bantuan perⅡndungan sosial

ketenagake章jaan dad Peme正ntah Kota Sibolga akan

dida龍arkan secara kelompok melalui Dinas Koperasi, UKM

dan Ketenagakeヰaan･

(2) Bagi PBPU bukan temasuk pekelja rentan dan pekerja

sosial, seperti pemilik grosir, dokter yang membuka praktek

atau pem班k usaha mandih lainnya, dim王n屯untuk dapat

mendaftarkan secara mandiri, baik itu melalui datang

langsung atau me皿ui website BPJS Ke亡cnagake寄aan･

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dapat d虹akukan secara langsung ke kantor BPJS

Ketenagake豆aan te血ekat, kanal online, website atau

ke○○皿叩k te巾entu yang dibentuk o重eh pcke裏ja dengan mengisi

formulir pendaftaran.

脇sa!｣0.



Pasal 10

Sosialisasi program ja皿心細　sosial ketenagake重jaan terhadap

PBPU dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagake重jaan

bekeヰa sama dengan BPJS Ketenagakeもa紬dan pihak terkait

lainnya.

Pasal11

(1) Pendataan PBPU dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UKM
d狐Ketenagake重ja劃beke寄a sama dengan OPD terka王t se巾a

dapat melibatkan lembaga/instansi terkalt atau pihak ketiga

lainnya.

(2) Data PBPU sebagaim劃a dimaksud pada ayat (1らsela垂u亡nya

akan dive正鯖kasi oleh Dinas Koperasi,　UKM dan

Ketenagakeljaan dan dilakukan validasi bekerja sana dengan

BPJS Ketenagake喜jaan untuk dapat diusulkan kepada Wali

Kota.

Pasal12

Pene屯pan usulan PBPU yang telah dive正鯖kasi dan diva止dasi

sebagaimana dimaksud dalam Pas盆= 1 ayat (2) dilakukan dengan

Keputus紬W血i Kota.

Pasal13

(1)　Pemuta址iran data pese正a pBPu dilakukan olehしurah dan

diketahui Camat kemudian dimuat dalam bentuk血poran

untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM･

(2)　Pelaks狐aan pemutakhiran data sebagaimana dimkasud

pada ayat ( 1) dilaksanakan setiap bulan.

(3)　Laporan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) behsi da.ta peserta yang masih aktif, sudah

meninggal atau pindah y紬g menyebabkan te重jadinya

perubahan data kepesertaan.

(4)　Di皿as Koperasi, UKM dan Ketenagake重jaan melakuk紬

ve正範kasi dan validasi terhadap重aporan yang dibehkan oleh

Lurah dengan cara melakuk紬　sin血onisasi data dengan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

(5)　Apabila dad hasil ve正組kasi d孤validasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan data

kepese轟aan baik i血karena me皿inggal, pindah a屯u sebab

lainnya, maka usulan pembahan data diajukan oleh Dinas

Koperasi, UKM dan Ketenagake重ja紬　kepada Wall Ko屯

untuk sela垂utnya dite屯pk紬dalam Keputusan Wali Kota･

(6)　Keputusan wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dis劃pa王kan kepada BPJS Ketenagake重jaan guna dilakukan

penginputan perubah紬　data kepese止aan program B干us

Ketenagake亘aan.

Pasal j4...



Pasal14

(1) Pengajuan dan pembayaran klaim bagi pBPu dapat dilakukan

melalui kantor/gerai atau website BPJS Ketenagake寄a劃

terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalan

prog重am jam王n餌sosi血ketenagake寄a紬yang dida虹arkan

bagi PBPU tersebut･

(2) Untuk memudahkan PBPU dalam pengajuan klaim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PBPU dapat dibantu

oleh petugas pada Dinas Koperasi UKM dan Ketenagake重jaan i

Pasd15

(1) Bagi Peserta PBPU yang telah meninggal dunia, maka kepada

ahli warisnya dapat mengajukan klaim melalui kantor/gerai

atau website BIUS Ketenagake亘aan terdekat sesuai deng紬

kctentuan yang berlaku ･

(2) Batas waktu pengajuan klaim bagi ahli waris dari Peserta

PBPU yang meninggal dunia sebaga王m狐a dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan deng紬peratu｢狐y狐g berlaku pada

B剛S Ketenagake重ja組.

Pasal16

(1) Bagi Peserta PBPU yang pindah dapat mengajukan klaim

melalui kmtor/gerai atau website BR丁S Kcten貧gake章jaan

亡erdekat sesua上dengan ketentuanう｢狐g berlaku･

(2) Ba屯s wa虹u peng生ju狐klaim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan deng狐peraturan y劃g berlaku pada

BPJS Ketenagakeヰaan ･

Pasal 17

Pembina劃, Monitor血g, dan Pelayanan pelaksana紬J劃inan

Sosial Ke亡enagake章jaan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan

Ketenagake寄aan dengan mengikutse直akan pelaksana BPJS

Ketenagake寄aan i

BAB量V

PE NDANAAN

Pasal18

Pendanaan dalam pro邸･am jaminan sosial ketenagake寄aan bagi

PBPU yang mendapa此狐　b紬tuan peh血dungan sosi瓢

ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Sibolga, dapat dibebankan

pada Anggaran Pendapatan din　Bela可a Daerah (APBD) K〇日

Sibolga dan/a屯u pihak ke心ga lainnya yang心dak mengikat･

BAB V..



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pemtur紬Wali Kota ini皿ula土berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se竜ap orang mengetahu inya ,　meme正n亡ahkan

pengundangan Peraturan Wa重i Kota ini dengan penempatannya

dalam Be正ta Daerah Kota Sibolga.

:___`__:’. _- =±三三-’_:_:‘`_ :.__二`.


